
BUPATI SITUBONDO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN 13UPJ\Tl SITUL30NDO 

NOMOR ~g TAIIUN 2019 

TENTJ\NG 

PEN GU RANG/\N PEMAK/\IAN PLASTIK SEKALJ P/\KAI 

Mcnimbang 

Mcngingat 

DENGAN RJ\HMAT TU.HAN YANG MAHA ES/\ 

a. 

BUPATl SITUBONDO, 

bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran 

masyarakat demi tcrwujudnya lingkungan yang 

bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai 

pihak guna menjaga dan meningkatkan kclcstarian 

lingkungan; 

b. bahwa pemakaian plastik sekali pakai mcnjadi 

permasalahan terhadap lingkungan, schingga perlu 

dilakukan upaya penccgahan terhadap dampak 

ncgatif dari kantong plastik sccara komprehensif 

dan tcrpadu mclalui pcngurangan pemakaian 

plastik sckali pakai di scluruh wilayah Dacrah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu 

menctapkan Pcraturan Bupati Situbondo tenta ng 

Pcngurangan Pcmakaian Plastik Sckali Pakai; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tcntang 

Pembentukan Dacrah-daerah Kabupatcn dalam 

Lingkungan Provinsi JawaTimur (Berita Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 , 

Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 19) scbagaimana tclah diubah dcngan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran 

Negara Rcpublik lndoncsiaNomor 2 Tahun 1965 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 



Mcnctapkan 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pcrlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir 

dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan l lidup (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6); 

7. Pcraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 7 

Tahun 2014 ten tang Pcngclolaan Sampah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo 

Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

PEMAKAIAN PLASTIK SEKALI PAKAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENG URAN GAN 

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan : 

1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemcrintah Daerah adalah Pcmcrintah Kabupatcn 

Situbondo. 
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3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Pcrangkat Dacrah adalah Pcrangkat Daerah di 

Kabupatcn Situbondo. 

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu 

pintu,Dinas perindustrian dan Perdagangan, Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

6. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut PSP 

adalah segala bcntuk atau bahan yang terbuat dari 

atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau 

polythylene, thermoplastic synthetik polimericdan 

diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. 

7. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari 

atau mcngandung bahan dasar plastik dengan atau 

tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai 

wadah untuk mcngangkat atau mengangkut barang. 

8. Sedotan Plastik adalah scdotan plastik lepasan baik 

yang disediakan secara cceran maupun grosiran serta 

tidak melekat scbagai satu kesatuan dcngan kemasan 

m1num. 

9. Styrofoam adalah wadah / kcmasan makanan/ 

minuman yang dibuat dari bahan kopolimcr styrene 

yang mampu mencegah kebocoran, serta tahan suhu 

panas dan dingin; 

10. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong 

plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan 

jumlah, sifat dan/ atau konscntrasinya tidak akan 

menccmari dan/ atau merusak lingkungan hid up 

berdasarkan hasil pengujian laboratorium. 

1 l. Produscn PSP yang sclanjutnya disebut Produscn 

adalahsetiap orang atau badan usaha, baik yang 

bcrbentuk badan hukum maupun tidak berbadan 

hukum di wilayah Dacrah yang melakukan usaha 

dan/ atau kegiatan yang menghasilkan atau 

mcmproduksi plastik sckali pakai. 

12. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor 

adalah orang 

mendistribusikan 

Situbondo. 

a tau badan usaha yang 

PSP di wilayah Kabupatcn 

13. Penycdia PSP yang selanjutnya discbut Penycdia 

adalah sctiap orang atau badan usaha, baik yang 

bcrbentuk badan hukum maupun tidak berbadan 

hukum yang mclakukan usaha dan/ atau kcgiatan 

dibidang ckonomi dan/ a tau pcrdagangan yang 

mcnyediakan plastik sckali pakai. 
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14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum 

yang melakukan usaha dibidang penjualan PSPmulai 

dari distributor, sub distributor sampai grosir. 

15. Prociuk Pengganti PSP adalah produk yang 

menggunakan bahan yang ramah lingkungan 

dan/ atau tidak sekali pakai. 

BAB II 

TU,JUAN 

Pasal2 

Pcraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. melindungi wilayah Daerah dari 

dan/ atau kerusakan lingkungan yang 

olch pemakaian PSP; 

pencemaran 

diakibatkan 

b. menjamin kelangsungan kchidupan makhluk hidup 

dan kelcstarian ekosistem; 

c. mcnjamin kcselamatan, kesehatan dan kehidupan 

warga daerah dari ancaman pcncemaran dan/ atau 

kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh 

penggunaan PSP; 

d. menJaga kelestarian clan keseimbangan fungsi 

lingkungan hidup ; 

c. mclindungi kcschatan warga daerah dari pemakaian 

plastik sekali pakai;dan 

f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan 

serta dalam perlindungan lingkungan hidup. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jenis dan pembatasan PSP; 

b. pcnggunaan produk pcngganti PSP; 

c. rencana aksi daerah pcngurangan PSP; 

d. peran serta masyarakat; 

c. pcmbinaan dan pcngawasan; 

f. pendanaan;dan 

g. sanksi administratif. 
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BAB IV 

JENIS DAN PEMBATASAN PSP 

Pasal 4 

(1) Jcnis PSP meliputi: 

a. kantong plastik; dan 

b. sedotan plastik; 

c. Styrofoam. 

(2) Jenis PSP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kegunaannya dapat diganti dengan produk pengganti 

PSP. 

Pasal 5 

( 1) Sctiap produsen dilarang memproduksi PSP. 

(2) Sctiap distributor dilarang mendistribusikan PSP. 

(3) Setiap pcnyedia dan pelaku usaha dilarang 

menggunakan PSP. 

BABV 

PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PSP 

Pasal6 

(1) Setiap produsen di wilayah Daerah wajib 

memproduksi produk pengganti PSP yang ramah 

lingkungan. 

(2) Setiap distributor wajib mendistribusikan produk 

penggan ti PS P. 

(3) Setiap penyedia dan pelaku usaha wajib 

menggunakan produk pcngganti PSP yang ramah 

lingkungan. 

(4) Ritcl/toko modern yang berdiri sendiri maupun yang 

berada di pusat perbelanjaan di wilayah Daerah, wajib 

mcmberlakukan las belanja berbayar yang dapat di 

pakai bcrulang dengan menyusun Stan dart 

Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya 

dan menetapkan harga tas bclanja mengacu pada 

harga yang ditetapkan Pemerintah. 
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Pasal 7 

( 1) Pcrangkat Daerah, Badan U saha Milik Daerah, Badan 

Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga 

Sosial, masyarakat dan perorangan dilarang 

menggunakan PSP pada kegiatan schari-hari maupun 

kegiatan sosial. 

(2) Pcrangkat Dacrah, Badan Usaha Milik Dacrah, Badan 

Layanan Umum Dacrah, Lembaga Swasta, Lembaga 

Sosial, masyarakat dan perorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk 

pengganti PSP. 

Pasal 8 

Setiap orang, produsen, distributor, pemasok, pelaku 

usaha dan penyedia PSP berhak mendapatkan informasi 

mcngenai pembatasan penggunaan PSP. 

BAB VI 

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN PSP 

Pasal 9 

(1) Pcmcrintah Daerah menetapkan rencana aksi daerah 

pengurangan pemakaian PSP dengan memperhatikan 

pada kcbijakan dan strategi nasional scrta kebijakan 

dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. 

(2) Rencana aksi daerah pengurangan pemakaian PSP 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah. 

(3) Rencana aksi daerah pengurangan pcmakaian PSP 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai 

pengurangan pemakaian PSP kepada masyarakat 

dan pclaku usaha; 

b. pengurangan pemakaian PSP dalam berbagai 

kcgiatan pemerintahan/ acara kedinasan; 

c. mcndorong pelaku usaha untuk melakukan 

pengurangan pemakaian PSP; 

d. mcndorong dan mcndukung masyarakat untuk 

melakukan pengurangan pemakaian PSP sccara 

mandiri; 

c. mcndorong pcmakaian kantong lain yang dapat di 

pakaiberulang sebagai alternatif pcngganti PSP; 
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f. mclakukan pcngawasan pelaksanaan 

pcngurangan pcmakaian PSP; 

g. mcmfasilitasi pcncrapan tcknologi tcpat guna dan 

hasil guna pembuatan PSP yang ramah 

lingkungan; dan 

h. mcmberikan pembinaan kepada pelaku usaha 

dalam hal pengurangan pemakaian PSP; 

1. mendorong gerakan massal dan aksi pengurangan 

PSP di masyarakat; 

J. mclakukan edukasi pada sekolah-sekolah dan 

dunia pendidikan lainnya untuk mengurangi PSP; 

k. menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan 

Organisasi Masyarakat untuk melakukan gcrakan 

masyarakat mengurangi PSP. 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 10 

Masyarakat berhak : 

a. memperoleh informasi yang tepat dan akurat 

mcngcnai bahan/ alat pengganti PSP yang ramah 

lingkungan; 

b. menolak penggunaan PSP dari penyedia PSP; 

c. meminta PSP yang ramah lingkungan atau produk 

pengganti PSP kepada pelaku usaha. 

Pasal 11 

( 1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan 

pemakaian PSP. 

(2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. menghindari pcnggunaan PSP dalam kegiatan 

sehari-hari; 

b. aktif mclakukan pcncegahan penggunaan PSP; 

c. memberikan masukan terhadap alternatif 

pengganti kantong plastik; 

d. melakukan sosialisasi, kampanye atau kcgiatan 

lainnya. 
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BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENG A WASAN 

Pasal 12 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengurangan pemakaian PSP. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan mclalui : 

a. edukasi; 

b. sosialisasi gerakan bersama masyarakat; 

c. konsultasi; 

d. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan 

bahan non plastik oleh produsen, distributor, 

pcnycdia, maupun pengguna dan masyarakat 

pada umumnya;dan 

c. penegakan hukum. 

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

mcmbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 

unsur: 

a. perangkat daerah terkait; 

b. akademisi; 

c. Organisasi Masyarakat Pcncinta Lingkungan. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mclaporkan hasil pembinaan dan pengawasan 

kcpada Bupati secara berkala sedikitnya 6 (cnam) 

bulan sekali. 

Pasal 13 

( 1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengurangan pemakaian PSP. 

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 

membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

13upati. 
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BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 14 

Pcndanaan pembatasan penggunaan PSP berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber 

dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

Sctiap produsen, distributor, penyedia dan pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dikenakan sanksi administratif. 

Pasal 16 

Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga 

Sosial, masyarakat dan perorangan 

kc ten tuan sc bagaimana dimaksud 

dikenakan sanksi administratif. 

Pasal 17 

yang melanggar 

dalam Pasal 7 

,Jcnis dan tata cara pcngcnaan sanksi administrative 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 

dilaksanakan sesuai dengan ketcntuan perundang­

undangan. 

BAB XI 

KETENTUAN PE.RALIHAN 

Pasal 18 

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal 

dan Perijinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban 

melakukan verifikasi tcrhadap IJm yang akan 

diterbitkan kepada Pclaku Usaha dan meminta 

rckomcndasi pada Pcrangkat Dacrah tcknis lainnya; 

2. Rekomendasi teknis scbagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) wajib disertai surat pernyataan kesanggupan untuk 

pengurangan PSP; 
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3. Format surat pernyataan scbagaimana dimaksud 

huruf (2) tercantum dalam lampiran dan mcrupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1n1. 

4. Setiap produsen, distributor, pcmasok, pelaku usaha 

dan penyedia PSP wajib menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 

(cnam) bulan sejak Pcraturan Bupati ini diundangkan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

pcnempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 1 3 SEP 2019 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 1 3 SEP 2019 
BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 

Bl£RITA DAI£RAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NO MOR 



LAMPIRAN Perat.uran Bupati Situbondo 

Tanggal: 1 3 SEP 2019 
Nomor : .2.i Tahun 2019 

FORMAT SURAT PERNYATAAN 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Dalam upaya mendukung pengurangan pcmakaian kantong plastik di 

Kabupaten Situbondo, saya selaku pemilik/ pengelola/ pcnanggung jawab 

usaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang bcrda di Ka bu paten Situbondo menyatakan 

sanggup dan bersedia untuk: 

1. mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang 

ramah lingkungan yang direkomcndasikan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo; dan 

2. menyediakan tempat/pengganti kantong plastik dari bahan selain 

plastik. 

Dibuat di .......... . 

Pada tanggal.. ........ . 

PEMBUAT PERNYATAAN 

MATERA! 
6000 

(TTD DAN CAP STEMPEL) 

NAMA LENGKAP 

BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 


